KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : EDI WINARNO, S.Sos

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CHOIRUL UMAM

Jabatan : Ketua KPU Kota Blitar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Blitar, 8 Janyagi 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KPU KOTA BLITAR

Unit Organisasi

: KPU Kota Blitar

Tahun Anggaran 12021
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 2 4
1 Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansidan |Persentase perwujudan Laporan Keuangan Sesuai dengan 100%
Pelaporan Keuangan Pemilu Standar Akutansi Pemerintah
) Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan |Presentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 100%
Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntable |Penggunaan Anggaran (LPPA) secara Tepat waktu
Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan
3 Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai pembayaran gaji/honor, Tujungan dan Uang Kehormatan 100%
dengan kebutuhan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran |Persentase penyediaan dokumen SILOG ( Sistem Informasi 100%
4 |Logistik Pemilu/Pemilu Logistik) dan SIRUP ( Sitem Informasi Rencana Umum
Pengadaan)
5 Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik | Presentase Perwujudan Penatausahaan Barang Milik 100%
Negara Negara yang dilaporkan secara tepat waktu
Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional |Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan 100%
6 |Perkantoran prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi
dengan baik
Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan |Persentase Perwujudan laporan dan tindaklanjut 100%
. Keungan yang dapat dipertanggungjawabkan |penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP,
sesuai dengan perarturan dan perundang-  |Pelaporan SPIP yang akuntable dan tepat waktu
undangan yang berlaku
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan kebutuhan
Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Angga‘ran ; .
18 1. Renja(rencana Kinerja ) Tahun 2022 2 Dokumen
Kebutuhan Anggaran :
2. Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
2021
Presentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta
s Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |Dokumen kinerja yang akuntable dan tepat waktu : 100%
dan Analisis Capaian Kinerja yang baik 1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar
Tahun 2021
2. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020
10 Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data  |Presentase Pengelolaan Data dan Penyusunan Dokumen 100%
Pemilih Laporan Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu
Mewujudkan Dokumentasi dan Ketersediaan szrs:zntase ketersediaan informasi produk Hukt-xm yang
11 ; disajikan secara Cepat, Tepat, dan akurat sesuai dengan 100%
Informasi Produk Hukum sop
Mewujudkan Pengelolaan Dokumen Teknis  |Persentase perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan
12 |Pemilu dan Pemilihan yang dapat Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan 100%
dipenangﬂawabkan benar
Persentase informasi dan publikasi Tahapan
13 |Publikasi Informasi yang Up to Date Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU 100%
Kota Blitar
Program Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2.320.255.000
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp  51.760.000

Jumlah Pagu Anggaran

Rp 2.372.015.000




